
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan 
penyederhanaan birokrasi yang opurnal di lingkungan 
Pcmcrintah Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan 
eflsien guna mcningka.tkan kinerja pemeriruahan dan 
pclayanan publik sesuni Peraruran Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Rcformasi Birokrasi Nemor 25 Tahun 
202 I tcntang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemeriruah, maka Peraturan BupaU Kendal Nomor 
47 Tahon 2016 reruang Kedudukan, Susunan Organisaai. 
Tugas den Fungsi, serta Tata Kcrja pada Sekretar'im 
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Kendal 
seba.gaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal 
Nomor l03 Tahun 202 L tentang Peru.bahan ams Peraturan 
Bupati Kendal Nomer 47 'T'ahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organlsasi, Tugas dan Purtgai, serta 
Tata Kerja pada Sekretariar Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Ka bu paten Kendal sud ah tidak sesuai dengan 
kondisi sekerang, sehingga perlu dicabut dan digarni; 

b. bahwa bcrdasarkan pr;rtimbangan eebagaimena dirnaksud 
dalam huruf a. rnaka pertu menetapxan Peraruran Bupati 
ientang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Pcrwakilan 
Rakyat Dacrah Kabupaten Kendal; 

I. Undang-Undang Nemer 13 Tahun 1950 teniang 
Pcmbcntukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tcngah sebagaimana telah diu bah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tcntang 
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Bacang dengan mcngubah 
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Undang-Undang Nomor 13 'T'ahun 1950 tcntang 
Pembentu.kan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, 1'ambahan l.,embo.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Rcpuhlik 
Jndone.sia Tahun 2014 Nomor 244, 1'ambahan Lernbaran 
Negara Republik 1 ndonesia Nomor 5587) sebagaimana tetah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Urtdang 
Nornor l l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia 'T'ahun 2020 Nomor 24 5, 
Tnrnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang L 950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di -Jawa Timur/'T'cngah/Bomt dan Daerah 
lstirnewa Yogyakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 rentang 
perluasan Kotarnadya Daerah Tingkat 11 Semarang 
(Lembaran Negara R.epublik Indonesia 'T'ahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Tahun 2016 Nomor 1 L4, Tambahan 1..embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 'rahun 20 l 9 
tentang Perubahan At.as Peraturan Pemer-irrtah Nornor 18 
Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lernbaran Negara Repubtlk Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tcntang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia fahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Pemermrah 
Norn or 17 Tahun 2020 ten tang Perubahan atas Peratura n 
Pernerintah Nomor l l Tahun 2017 ientang Manajcmen 
Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun '2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaeur Nc-gara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor l 7 Tahu n 2021 teruang 

~ 
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Dalam Peraturan Bupati in..i yang dirnaksud dengan . 
1. Oaerah adalab Kabtapaten Kendal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyetenggsra Pcmerint.ahan Daerah yang mempimpin 
pelaksanaan urusan pcmcrint.ahai1 yang menjadi 
kewenangan dacrah otonom, 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 
4. Sekretaris Daerab adalah Sekretaris Dae rah Kabupaten 

Kendal. 
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupalen 

J<endal. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

PERATURAN BUPATI re;N1'ANG KEDUDUKAN, SUSUN/\N 
ORGANISASl, TUGAS DAN F'UNGSI, SE:RTA TA1'A KERJA 
PAOA SEKRE'rARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
KABUPATEN KE:NDAL. 

MEMUTUSKAN : 

Penyctaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
F\mgsional [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

9. Pcraruran Mcrneri Pcndayagunaan Aparatut Negara dan 
Reforruaai Blrokrasi Nomor '25 Tahun 202 J rentang 
Pcnyederhanaan Struktur Organisasi Pada lnstansi 
Pemerintah Untuk Penycderhanaan Birokrasi [Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 202 l Nomor 546); 

LO. Peraturan Dacrah Kabupacen Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjad] Kewenangan 
Pemerintahan Oaerah Kabupaten Kendal [Lernbaran daerah 
Kabupatcn Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. :1, 
Tarnbahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn Kendal Nomor 
157); 

11. Peraruran Daerah Kabupatcn Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tcntang Pcmb<:ntukan den Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lernbaran daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Noinor 8 Serr O No. l, Tam bah an Lernbaran 
Dacrah Kabupaten Kendal Nomor I 59) scbsgaimano Lelah 
diubab bebcrapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor J 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kcdua atas Peraturan Daerah Kabupal(m Kendal 
Nomor 8 Tahun 2016 1'encang Pembentukan Dan Susu nan 
Perangkat Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2021 
[Lembaran Daerah Kabupatcn Kendal Tahun 2021 Noma,· 
1.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
219); 

Menetapkan 
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6. Sekrecariat Dewan Perwakiian Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah 
Sekretariat Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah 
Kabupatcn Kendal. 

7. Sekrctaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sckrecarls DPRD adalah Sekretaris 
Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Kendal. 

8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Bckretaeiat 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal. 

9. Tenaga Ahli adalah tenaga ahli Dewan Pcrwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Kendal: 

10. Aparatur Sipil Negara yang sclanjutnya disebut ASN 
adalah profesr bagi pegawai negeri sipi1 dan pcgawai 
pemerincah dengan perjanjian kerja yang bekerj11 pada 
inatartai pemerinmh. 

! l. Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disebut PNS 
adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang 
dltcntukan diangkat oleh pejabat yang berwcnang dart 
diserahi tugas dalam satu [abatan negeri atau diserahl 
rugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan FungsionaJ adalah 
sekelornpck jabatan yang berisi fungsi dan rugas 
berkaitan dengan pelayanan Iungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan .keterampilan rertentu. 

13. Kelompok Jabatan l'ungsional adalah sejumlah ienaga 
dalam jcnjang rungsional yang terdiri dalarn berbagai 
kelornpok sesuai dcngan keahliannya, 

14. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas 
unluk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/ 
Se.kret.aris/KoorcUnalor dalam menyusun pcrcncanaan. 
petaksanaan dan pcngendalian, pcrnanrauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya 
sesuai lingkup rugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh 
Kepala Pcrangkat Daerah. 

15. Pelaksana Senior adalah PNS yang memiiik.i seniorir.as 
dari aspek kepangkatan dan mempunyai kornpetensi 
untuk ditunjuk oleh KcpoJa Pcr-angkat Decrah untuk 
dibcrikan tugas mcmbantu Sckrctaris/Kepa!a 
Bidang/Kepala Bagian/Koordinator pada unit kerianya 
da1am menyusun perencanaan, pelaksanaan dan 
p,cngcndaJian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pclaporan kegiatan lingkup rugas dan fungsinya. 

4 



d, Bagian Pcrcncanaan dan Keuangan. 
(2) Bagnn Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana 

tercancum dalam Larnpiran 1 yang rncr-upakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati i ni, 

BAB ill 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 
(1) Susunan Organisasi Sekretariat UPRD terdiri dari: 

a. Sekretaris DPRD; 
b. Bagian Umum; 
c. Bagian Rapat dan Pcrundang-undangan; 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai rungsl 
a. penyelenggaraan administraei kesekretariatan DPRD; 
b. pcnyclenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
c. fasilitasi penyelcnggaraan rapat DPRD; dan 
d. penycdiaan dan pcngoordinaslan tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD. 

Bagian Ketiga 
F'ungsi 
Pasal4 

Bekretanat DPRD mcmpunyai tugas menyelenggarakan 
adrmnistrast kesekretar-iatan dan keuangan. mcndukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta rnenyediakan 
den mengoordinasikan tenaga ahli yang dipertukan olch 
DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai 
dengan kcbutuhan. 

Bagian Kedua 
Tu gas 
Pasal3 

(I) Sckretariat DPRD rnerupakan unsur pelayanan 
administrasi dan pemberian dukungan terhadap rugas 
dan tungsi DPRD. 

(2) Sekrctariat DPRD dipirnpin Sekretaris DPRD dalam 
melaksanakan tugasnya secara tcknis operasional 
berada di bawab dan bertanggung jawab kepada 
pimpinan DPRD dan secara administratif berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
sexretarts Daerah. 

BAB LI 
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

5 
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mengarabkan dan membina pelaksanaan kcgiatan 
adminiau-asi kesekretarialan, rapat. risalah, perundang­ 
undangan. hubungan masyarakat dan protekol agar 
dlperoleh hasil kerja yang optimal; 

I. 

b. membagi rugas bawahan sesuai dcngan jabatan clan 
kompetcnsinya serta memberikan arahan baik secara hsan 
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan iugas; 

c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vcrtikal maupun horizontal guna 
slnkronisasi clan harmonlsasi pelaksanaan tugas; 

d. mcngoordinasikan urusan rumah tangga Sekretariat 
DPRD sesuai kebijakan Bupati; 

e. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan pet.unjuk tcknia 
penyel¢nggaraan pelayanan kepada DPRD sesuai dcngan 
peraruran perundang-undangan sebagai pedornan 
ope,·asional kegiatan Sekretariat DPRD; 

f. melaksanakan pembinaan reknis dan administretif 
kegiatan Sekretariat DPRD sesuai program dan kebijakan 
yang telah ditetapkan; 

g, mr.ngoordinasikan pelaksanaan kegiatan DPRD dengan 
sernua unsur yang terkail agar terjalin kerja sama yang 
tcrpadu: 

h. menyediakan dan mengocrdinasikan tenaga ahli yang 
diperlukan oleh DPRD untuk mendukung tugas dan 
tungstnya; 

I. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan 
penyelenggaraan rapat-ra pat, kunjungan kerja, dan 
kcgiatan DPRD lairmya scsuai dengan ketentuan yang 
berlakudelarn rangka kelancaran pelaksanaan tugas, 

J· mengendalikan pelaksanaan Iasilitasi kegiatan DPRO 
rnelalui pemantauan dan laporan bawahan agar kegiatan 
dapat dilaksenakan secara berhasil gunadan berdaya 
guna; 

k. mcnyiapkan perurnusan kebijakan yang diputuskan 
Pimpino.n DPRD dalam bencuk produk hukum dan tau, 
naskah sesuai dengan ketenruan yang berlaku; 

fungsi sebagaimana 
4, sekretarls OPRD 
5 ayat ( l) huruf a 

dan 
Pasal 
pasal 

Untuk melaksanakan tugas 
dimaksud dalam Pasal 3 dan 
scbagaimana dtmaksud dalam 
mempunyai rlncian tugas : 
a. mernmuskan dan menerapkan rencana dan program 

kegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan peraruran 
perundang-undangan dan hasrl evaluasi keglaran tahun 
sebelumnya sebagai pcdoman pelaksanaan tugas: 

BABlV 
RINCIAN TUOAS 
Bagian Kesaru 

Sekretarls DPRD 
Pasal 6 
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Bagian Kedua 
Bagian Urnum 

Pasal 7 
(I) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(I) huruf b dipimpin olch Kepala Bagian Umum yang 
berkedudukan di bawah don bcrtanggung jawab kepada 
Sekrctaris DPRD. 

(2) Kepala Bagian Umum scbagai.mana dimaksud pads ayac 
(1), melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalam ' 
perumusan kebijakan teknis, pengoordlnasian, 
pembinaan , pengawasan, pengendalian, pengelola.an, 
fasilitasi, evaluasi, dan pclaporan kcgiatan di bidang tata 
usaha, kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, 
pengurusan rumah tangga, peugelolaan barang, 
kehumasan dan keprotokolan DPRD. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Bagian Urnum mempunyai fungsi : 
a. perumusan kcbijakan teknis di bidang urnurn: 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

umum: 
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di 

bidang umum; 
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang umum; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

umum; dan 
r. pelaksanaan Iungai kedinasan lain yang diberi kan oleh 

Sekreteris DPRD. 
{4} Untuk rnelekewnakan tugs.& dan fungsi sebagairnana 

dimaksud peda ayat (2) dan ayar (3), KepsJa Bagian Umum 
mcmpuny.o.i rincian mgas : 

m, rncngevaluasi pelaksanaen kegiaian Sckrctariat DPRD 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang 
ietah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan 
kebijakan tindak lanjut; 

n. rnelaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan 
rnaupun tcrtulis sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi; 

o. mcngevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perllaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

p. menyampeikan saran den pertimbangan kcpada pimpinan 
baik lisan maupun tertulls berdasarkan kajian agar 
kegiatan bcrjalan lancar serta untuk mcnghindari 
pcnyimpangan: dan 

q. mcla.ksa.nakan tugas kedinasa.n lain dari pi rnpinan seauai 
dengan tugas dan fungsi Sekrctariat DPRD. 
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m. 

a. merumuskan rencana dan program ke.giatan Bag1an 
Umum b-erdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan hasU evaluaei kegiatan tahun sebclumnya scbagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mcmbsgt rugas bawahan sesual dengan jabatan dan 
kornpetenslnya serta membcrikan a rahan baik secara 
liaan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
cugas; 

c. melaksanakan koordinasr dan konsultasi dcngan 
mstansi terkait baik vertlkal maupun horizontal guna 
sinkronlsasl dan harmonisast pelaksanaan tugas; 

d. rnerumuskan kcbijakan tekuis di bidang umum sesuai 
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang­ 
undangan di bidang ketarausebnan, perlengkapan, 
aset, dan keprotokolan sebagal bahan perumusan 
kebijakan kebijakan tcknis scrta pedornan pelaksanaan 
tugas; 

r. rnelaksanakan pernbinaan. pengawasan, dao 
pengendalian kcgiatan di bidang umurn sesual 
peraturan perundang-undangan agar kincrja tercapai 
sesuai target yang telah ditetapkan; 

g. menyelenggarakan pelayanan prirna, rasiHta~1, dan 
inovasi di bidang umum sesuai dengan kercruuan 
peraturan perundang-undangan guna penlngkatan 
kualitas kerja; 

h. rnenerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dalam penyelenggaraan kegiatan Bagi an U mwn agar 
dipcroleh hasil kerjs yang optimal; 

i. menyiapkan konscp kebijakan Sekretarts DPRD dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan tata 
usaha, kepegawaian, keuangan, rurnah tangga dan 
perlengkapan. kehumasan serta keprotokolan DPRD: 

j. rnelaksanakan penyediaan tenaga ahli yang 
dibutuhkan oleh DPRD untuk mendukung tugas dan 
fungsinya; 

k. rnengelola dan mcngcmbangkan slstern informasi 
Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

L mcnyelc:nggarakan pelayonan administrasl umum, 
kepegawaian, ketatalaksanaan, kehurnasan, 
protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, 
kebersihan dan pertarnanan, pengc1o1aan asct tetap 
dan aset tidnk tetap, ecrta fasjlitasi kegiatan rapat rlan 
pcnerimaan kunjung.an tamu Sekretariat DPRO; 
melaksanakan pernbinaan, pcngawasan. dan 
pengenda.Jian tungsi-Iungsi mansjcrncn administrasi 
perkantoran agar terwujud petayanan prima 
kesekretarlatan; 
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Paragra[ I 

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 
Pasal \J 

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 
sebagaimana dimolumd dalam Pasal 8 ayat ( I) huruf a, 
mernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Bagian Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan, 
pengoordinasian. pernbinaan, pengawasan, pengcndalian, 
pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pclaporan kegtatan di 
bidang aorninistrast umum, ketntalaksanaan. kchumasan. 
per-puetakaarr, kear-sipan. dokumeruasi, perlengkapan. 
pengclolaan barang dan kepcgawaian pada Sekretariat 
DPRD. 

Passi 8 
( l) gueunan Organisasi Bagian U mum sebagairnana 

dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kep,:gawaian; 
b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Pcrlcngkapan; 
c. Sub Bagian Hubungan Masyara kat dan Protokol. 

(2) Sub Baglan sebagairnana dimaksud pada ayar (1) masmg­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepata 
Bagian Umurn; 

n. mengccrdinasiken rencana d-an proses pengadaan 
barang dan jasa di lingkungan Sekretariat DPRD 
sesuai dcngan peraruran pcrundang-undnngan; 

o. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan 
pcngc:ndalian fungsi-fungsi ma najernen adrnirristr'asr 
perk:antoran agar rcrwujud pelayanan prirna; 

p. mengevaruaai pelaksanaan kegiatan Bagian Umum dan 
Protokol dengan earn mengukur pencapaian program 
kerja yang telah disusun untuk bahao laporan kcpada 
pimpinan dan kebijakan tindak lanjut; 

q. melaporkan pelaksanaan rugas kepada pirnpinan baik 
lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi; 

r. mengevaluasi dan rnenilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kcrja pcgawai dan perilaku kerja 
sesuet ketenruan dalarn rangka pcningl<at.a.n kar-lr, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

s, menyampaikan saran dan pertirnbangan kepada 
pimpinan. baik lisan maupun terrulis bcrdasarkan 
kajian agar kegiatan bcrjalan Iartcar serta umuk 
menghindari penyimpangan; dan 

t, melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesual dengan tugas dan tungsi Bagian Umum dau 
Protokol. 

•) 



(2) Untuk melaksanakan rugas scbegaimane dimaksud pada 
ayat {l), Kepala Sub Bagian '!'ala Usaha dan Kepegawaian 
mcmpunyai rincian rugas : 
a. menyusun rcnca.rta dan program kegiatan Subbagian 

Tata Usaha dan Kcpcgawaian berdasarkan pcreturnn 
perundang .. undangan dan hasil evaluasi kcgiate.n 
tahun sebelumnya sebagai pedomen pelak sanaan 
tugas: 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
perrnasalahan dan peraturan perundang .. undangan 
agar pelaksanaan rugas berjalan efektif dan eflslen: 

c. mcrnbagi rugas kcpada bawahan sesuai dcnga.n 
jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan 
baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan rugas; 

d. mclaksanakan koordlnasi dan konsunasl dcngan 
instansi baik vertikal maupun horizontal unruk 
mcndapatkan inforrnasi, rnasukan, serta dalarn rangka 
stnkronisasi dan harmonisasi pclaksanaao tugas; 

e. mcnelaa h dan mengkaji peraturan perundang­ 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedoman untuk rnelaksanakan tugasi 

I. menyiapkan bahan penyusunan peLurtjuk tcknis, 
petunjuk pelaksana, dan naskah dinas sesuai Ungkup 
tugasnya guna mendukung kela.ncaran pelaksanaan 
kegiatan; 

g. memberikan pelayanan administrasi kepada 
Pimpinan DPRO, Kornial-Komiai, Fraksi-fraks1, Badan­ 
badan dan Jain-lain untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas DPRD; 

h. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurar, 
ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, den 
kearsipan: 

i. rnclakaarrakan pengelolaan kearsipan dan 
perpustakaan Sekretariat DPRD sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

J. rnenyiapkan bah an pcnyediaan tenaga ahli )'ang 
dibutuhkan oleh DPRD untuk mendukung tugas dan 
fungsinya; 

k. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis 
bcban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, swr-vey 
kepuasan masyarakat, stander pelayanan scrta 
pengusulan forrnasi kebutuhan pegawai Oinas sesua i 
dengan pcraturan perundang-undangan; 

I. menyusun lapor-an rutin peremajaan ocgawat. Daflar 
Urut Kepangkatan (DUK), dale nominatif pegawai, 
dan Iaporan kepegawaian lainnya guna tcrciptanyo 
tertib admtnistrasi kepegawaian; 

m. mengadministrasi usutan kcnaikan pangkat, mutasi, 
gajJ bcrkala, pembcrhentio.n/pensiun, pcmbuat.an 
kartu suarni (karsu), kartu istri (karisl, tabungan 

0 
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Paragraf2 
Sub Bagien Rumah Tangga dan Perlengkapan 

Pasal 10 
(ll Kcpala Sub Bagian Rumah Tangga dan Pertengkapan 

scbagairnana dirnaksud pada pasal 8 ayat { I) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kcpala 
Bagian Umum dalam penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pengoordinasian, pcmbinaa.n, 
pengawasan. pengendalian, pengelotaan, fasilitaai, 
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang rumah tangga, 
perlengkapan, pertamartan , kearnanan dan keteruban. 

(:2) U ntuk rnclaksanakan tugas sebagairnane dimaksud pads 
a.yat {I), Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan 
Pertengkapan mempunyai rincian rugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian 

Rumah Tangga dan Perlengkapan berdasarkan 
peraturan perundang .. undangan dan hasil evaluast 
kegiatan tahun sebelumnya scbagai pcdornan 
pelakeanaan rugas; 

kegiatan kcpada 
dan pengambilan 

q. membuat laporan pclaksanaan 
atasan sebagai bahan evaluasi 
kebijakan berikutnya; 

r. mengcvaluasi dan menilai presrasr kerja bawahan 
berdaserkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka pcningkatan karlr, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pirnpinan baik lisan maupun tcrtulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

L. metaksanakan tugas kedinasan Jain dari pimpinan 
s<:$UFJj dengan tugas clan fungsl unit kcrjanya. 

asuransi pensiun (taspen). pengu-rman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan tcknis 
(b•ncek), dan urusan kepegawaian iainnya: 

n. rnenyiapkan bahan dan rnenyusun laporan bidang 
kepegawaian secara rutin dan berkala serta 
memelihara file/ dokumen kepegawaian seluruh 
pegawai Dinas guna terciptanya tcrub administrasi 
kepegawaian: 

o. menyiapkan bahan ctan menyusun konsep Standar 
Opcrasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Tata 
Usaha dan Kepegawaian untuk peningkatan kualitas 
pelayanan publik; 

p. rnelaksanakan pemantauan dan evatuasi kegiatan 
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dcngan earn 
mengukur pencapaian program kerja yang tetah 
drsusun untuk bahan Japoran dan kebjja.kan tindak 
lanjut; 
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b. me-njabarkart perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang~undangan 
agar pelaksanaan \ugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi rugas kepada bawahan seeuai dengan 
jabatan dan kompetensinya serta mernoenkan arahan 
baik sccara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas, 

d. melaksanakan koordinasi dan konsujtasi dengan 
instansi baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan inforrnasi, rnasukan, serta dalam rangka 
sinkronisasi dan narrnonisasi pclal<sanaan tugas; 

e. menelaa.h dan mengkaji peraturan perundang­ 
undangan sesuai Hngkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedoman untuk rnelaksanakan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyUsunan perunjuk seknis, 
petunjuk pelaksana, dan naskah dinas se~uei lingkup 
rugasnya guna mendukung kctancaren petaksanaan 
kegiatan; 

g. merencanakan dan mernproses pengadaan barang dan 
jasa untuk keperluan n.tmah tangga Sekretariat DPl~O 
sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran dan 
pcracuran pcrundang- undangan: 

h. melaksanakan koordinasi dcngan unit kerja yang 
mcmbidangi pengadaan baran dan jasa dan lsvanen 
pengadaan secara elektronik dalam rangka pengadaan 
barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan 
perundang·undangan; 

1. melaksauakan penatausahaan, inveutarisasr, dan 
pelaporan aset semesteran clan tahunan uruuk tertib 
adrninistrasi scrta meta kukan pengawa:..un, 
pengendalian, pemcliharaan aset tetap dan aset tidak 
tecap agar dapat digunakan optimal; 

J. menyiapkan dan memelihara kcndaraau dinas 
prmpinnn Oe'A'Bn da.n kendaraan dinas alar 
kelengkapan Dewan serta kendaraan opcrasional 
kantor guna menunjang kelancaran pclaksarraan 
rugas: 

k. mclaksanakan pengelolaan pengamanan, pertarnanan, 
persampahan den kebersihan di Iingkungan 
Sekretariat DPRD agar tercipta llngkungan kantor yang 
arnan, bersih, rapi dan nyaman: 

I. mclaksanakan pemelibaraen dan per-batkan preaarana 
dan barang invcntaris guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. rncnyiapkan tempat dan jamuan rapat-rapat dan 
jamuan tamu DPRD; 

n, menyiapkan bahan dan mcnyusun konsep Stander 
Opcrasional Prosedur (SOP) kegiatan Sub Bagian 
Rumah Tangga dan Pcrlengkapan untuk peningkatan 
kualitas pelayanan publik; 
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Paragraf 3 
Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 

Pasal l 1 
(H Kcpala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protoknl 

sebagaimana dimaksud pada pasa! 8 ayat (l) hurur c, 
mempunyai tugas melaksanakan sebagia n tugas Ke pal a 
Bagian Umum clalam penyiapan bahe n pcrumusan 
kebijakan teknie, pengoordmaatan, pernbmaan. 
pengawasan, pengendalian, pe.ngclolaan, fasiltta.si. 
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang hubungan 
masyarakat dan protokol. 

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat \I), Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan 
Protokol mcmpunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kcgleten Sub Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Protokol berdasurkan 
peraturan perundang-undangao dan hasal evaluasi 
kegia tan tahun sebclumnya sebagai pedornan 
pelaksanaan tugas; 

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengksjian 
permasalahan dan peraiuran pcrundang·undangan 
agar pelaksanaan rugas berjalan crektif dan cflaien: 

c. membagi rugas kcpada bawahan sesuai dengan 
jabatan dan kornpetensinya serta memberikan arahan 
baik secara lisan maupun tcrtulis guna kelancaran 
pclaksanaan tugas; 

d. metaksanakan koordinasi clan konsultasi dengan 
inst.ansi baik vertikal rnaupun horizontal untuk 
mcndapatkan informasi, masukan, sorta dalam rangka 
slnkronisaei clan bermonisasl pelaksanaan rugas: 

r. menyarnpaikan saran dan pertimbsngan kepada 
pirnpinan baik lisan maupun rerrulis bcrdesarkan 
kajian agar kegiatan bcrjalan Jancar sorta untuk 
mcnghindari penyimpangan: dan 

$. melaksanakan rugas kedinasan lain dari pirnpinan 
seeuai dengan tugas clan fungsi unit kcrjanya. 

kegialan kepada 
dan pengarnbilan 

p. rnernbuat laporan pelaksanaan 
atasan sebagai bahan evaluasi 
kebijakan berikutnya; 

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai den perilaku kcrja 
sesuai ketenruan dalam rangka penlngkatan karir. 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kcgiatan Sub 
Bagian Rumah Tangga dan Perlcngkapan dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

ll 



e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang­ 
undangan sesuai lingkup cugasnya scbagai bahan atau 
pedomanuntuk melaksanakan rugas; 

f. mcnyiapkan bahan penyusunan pctunJuk teknia. 
perunjuk pelaksana, dan naskah dinas scsuai lingkup 
tugasnya guna mendu.kung kelancaran pelaksanaan 
keglatan; 

g. rncnyusun dan menyiapkan konscp naskah samburan 
Ketua DPRD untuk kegiatan DPRD serca 
mendokumentasikan naskah-naskah sarnbutan sesuai 
ketentuan yang berlaku: 

h. mengoordinasikao don mcmberikan bi.mbingan kepada 
ajudan pimpinan DPRD agar pclaksanaan rugas dapat 
optimal dan berjalan lancar; 

1. menyiapkan bahan dan fasilitasi bimbingan tcknis 
atau pelatihan di birlang kcprotokolan dan kehuma.san 
scsuai ketentuan yang berlaku; 

J· mernberikan peJayanan informasi kepada masyarakst 
baik secara tatap muka maupun melalui media 
komunikasi; 

k. rnemfasllitasi kornunikasi dan dialog antara OPRD 
dengan Lembaga Pemerirrtah , Non pemcrintah dan 
masyarakat; 

J. menyiapkan bahan dan memfaailitasi tata protokoler 
dalam rangka penyarnbutan tamu serta rnelaksanakan 
koordinasi teknis dengan unlt kcrja/organisasi 
perangkat daerah atau Ialnnya dalam rangka 
singkronisasi penyiapan protokoler pada kegietan 
rapat/ sidang dan pencrimaan tamu DPRD; 

m. menyiapkan bahan dan mcrnfasititasi protokoler 
pimpinan o·PRD dalam kegiatan scremonial baik resrm 
mapun tldak resmi sesuai ketentuan yang bcrlaku: 

n. mcnyiapkan bahan dan data kegiatan unLuk 
menunjang tugas-LUgas pelayanan Intorrnasi pubhk 
sesuai ketentuan yang berlaku: 

o. mcnyiapkan bahan dan rnenyusun konscp Siandar 
Opcrasional Prosedur (SOP) kcgiatan Sub Bagian 
Hubungan Masyarakat dan Protokol uruuk 
peningkatan kualirns pelayanao publik; 

p. melaksanakan pcrnantauan dan evaluasi kegiatan Sub 
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dengau 
cara mengukur pencapaian program kerja yang Lelah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

q. mernbuat laporart pc)aksanaan kegiatan kepada atasan 
sehagai bahan evatuasi dan pengambilan kebijakan 
berikutnya; 

r, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawabcn 
berdasarkan sasaren kcrja pegawai dan per ilaku kerja 



sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

s. mcnyampalkan. saran den pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjaJan lancar eerta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

t. rnelaksanakan tugas kedinasan lain dari pirnpman 
sesuai dcngan tugas dan rungsi urut kcrjanya. 

Bagian Ketiga 
Bagian Rapat dan Perundang-undangen 

Pasal 12 
(1) Bagian Rapat dan Perundang-undangan sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayar Ill huruf c dlprmpin oleh 
Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan yang 
berkedudukan dl bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sckretaris OPRD. 

(2) Kepala 6agian Rapat dan Perundang-undangan 
sebagairnana dimaksud pada ayat ( l ). enetaksanekan 
scbagian rugas Sekrecaris OPRD da1am perumusan 
kebijakan teknis, pcngoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, pengclolaan, Iaailitaai, 
evaluasi. da.n pelaporan kegiatan di bidang persidangan, 
perundang-undangan aerte pcnyimpanan peraturan 
perundang-undanga n . 

(3) Untuk melakssnakan tugas aebagattnana dirnaksud pada 
ayat (2). Bagian Rapat dan Perundang-undangan 
mernpunyai fungsi : 
a. perurnusan kebijakan teknis di bidang rapat dan 

perundang-undangan. 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

rapat dan perundang-undangan. 
c. pembinaan, pengawasan, dart pengendaHan kegiatan d1 

bidang rapat dan perundang .. undangan. 
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang rapat dan 

perundang-undangan. 
e. pdaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

rapat dan perundang-undengant dan 
r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang dibcrikan oleh 

Sekretaris DPRD. 
{4) Untuk metakeenekan tugee dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Rapat 
dan Perundang-undanga.n rnernpunyal rincian rugas : 
a. rncrurnuskan rcncana dan program kcgiatan Bagian 

Rapac dan Perundang-undangan berdasarkan 
peraturan penmdang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas, 

b mernbagi tugaa bawahan sesuai dengan jabatart dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 

6 
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lisan maupun tertulis guna ke1ancaran pelaksanaan 
rugas: 

c. rnelaksanakan koordinast dan konsultasi der,gan 
instansi terkait baik verrikal rnaupun horizontal guna 
sinkronisasi dan harmonisasi pclaksanaa.n tugas: 

d. merumuskan kebijakan teknis di bidang Rapat dan 
Perundang .. undangan sesuai peraturan perundang­ 
undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menclaah dan mengkaji peraruran perunclang­ 
undangan di bidang rapai dan perundang-undangao 
sebagai bahan pcrurnusan kebijakan kcbijakan tcknis 
serta pedornan pclaksanaan tugas: 

f. melaksanakan pembinaan, pcngewasan dan 
pcngendalian kegiatan di bidang rapai dan 
perundang-undangan seauai peratur9.Jl perundang­ 
undangan agar kinerja tcrcapai sesuai target yang 
telah ditetapkan; 

g. rnenyclenggarakan pelayanari prirna, [asilitasr, dan 
lnovasi di bidang rapat dart perunda.ng-undangan 
sesuai dengan ketentuan peratu.ran perundang­ 
undangan guna peningkatan kualitas kerja; 

h. menerapkan St.andar Operasional Proscdur (SOP) 
dalarn penyelenggaraan kcgiatan Bagian Rapat dan 
Perundang-undangan agar diperoleh hasil kerja yang 
optimal; 

i. merumuskan penyusunan kegiaran raper- 
rapat/persidangan Kornisl, Pirnpinan DPRD, Sadan· 
badan dan Paripurna dalam bentuk data dan 
mernantau perkcmbangan secara tcrus-rnencrus; 

j. mengarahkan penycdiaan bahan-ba han dan data 
keburuhan pimpinan dan anggota DPRD pada wakru 
rapar/ sidang, kunjunga.n kerja, maupun penerimaan 
tarnu pimpinan DPRD serta mcngikuti kunjungan 
kerja DPRD; 

k. mengarahkan penyiapan pembuatan rlsalah, ikhtisar 
dan resume rapat DPRO. menggandalmn, dan 
mendistribuslkan kepada pihak yang berkepentingan 
serta pcngarsipan data, bahan, dan produk 
keputusan DPRD; 

L memfasilitasi penyiapan banan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan 
_pcrundang-undangan DPRD; 

m. melaksanakan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan di Bagian Rapal dan Peru ndaug-undangan 
dengan cara rnengukur pencapaian program kerja 
yang tc1ah disusun untuk bahan la po ran da n 
kebijakan tindak lanjut; 

n. melaksnnakan pembinaan. pengawaaan, dan 
pengendalian f'tlngsi-fungsi manajcmcn adrninjetraai 
perkantoran agar terwujud pelayanan prima; 

16 



6 

o. mcngevaluasi pelaksanaan kegiaran Bagian Rapat 
dan Pcrundang-undangan dengan cara mengukur 
pencapaian program kcrja yang telah disusun untuk 
bahan laporan kepada pimpinan dan kebijakan 
tindak lanjut; 

p. mclaporkan pelaksanaan tugas kepada pirnpinan baik 
lisan maupun rertulis sebagai wujud akuntablhtas 
dan transparansi: 

q. mengevaluasi den menitai prcstasi kcrja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kcrja 
sesuai kctcntuan dalam rangka peningkatan karir, 
pernberian penghargaan dan sanksi; 

r. menyampafkan saran dan pertimbangan kcpada 
pimpinan baik Jisan rnaupun tertulis bcrdaaar'kan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan: dan 

s, melaksanakan tugas kedinasan lam dari pirnpinan 
sesuai dengan rugas dan fungsi Bagian Rapal dan 
Perundang-undangan. 

Pasal 13 
(1) Susunan Orgenisasi Bagian Rapal dan Perundang­ 

unclangan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf 
c, terdiri ates kelompok jabatan tungsional yang tcrbagi 
alas dua sub koordinator; 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
tcrdiri atas : 
a. Sub Koordinator Rapat dan Risalah: dan 
b. Sub Koordinator Perundang-undangan dan 

Dokumeruasi Hukum: 
(3) Sub koordinator se bagairnana dirnaksud pad a ayat (2). 

bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD rnelalui 
Kepala Bagian Rapat clan Perundang-undangan. 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 
mernpunyai rugas sebagairnane teroanturn dalarn 
Lampiran LI yang rnerupakan bagian tidak terpisah kan 
dar'i Peracuran Bupati ini 

Bagian Ketiga 
Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 14 
(1) Bagian Perencanaan dan Kcuangan sebagaimana 

dirnaksud dalam PasaJ 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh 
Kepala Baglan Perencanaan dan Keuangan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kcpada 
Sekreraris DPRD. 

(21 Kepala Bagtan Perencanaan dan Kcuaugan sebagaimana 
dimaksud pada ayac ( i], mempunyai tugas metaksanakan 
scbagian rugas Sekretaris DPRD dalrun peri .. unusan 
kcbijakan teknis, pengoordinasian, pernbinaan, 
pengawasan, pengendalian, pcngelolaan, fas.ilitasi, 
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r. melaksanakan pernbinaan, pcngawasan dan 
pengendalian kcgiatan di bidang perencanaan dan 
kcuangan sesuai peraturan _perttndang.undangan agar 
kinerja tercapai scsuai target yang telah dltetapkan: 

g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, clan 
Inovast di bidang perencanaan clan keuangan sceual 
dcngan ketentuan peraruran pcrundang-undangan 
guna peningkatan kualitas kerja; 

evaluasi, dan pelaporan kegi.atan di bidang percncanaan, 
evaluasi, pelaporan, perbendaharaan, dan verjfikaai 
keuangan, 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat {2), Bagian Perencanaan dan Kcuangan mempunyai 
fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang percncanaan 

clan keuangan; 
b. pcngoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

perencanaan dan keuangan; 
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiaten di 

bidang perencanaan dan keuangan; 
d. pengelolaan dan Iasilitasi kcgiatan di bidang 

perencanaan dan keuangan; 
e, pclaksanaan cvaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

perencanaan dan keuangan; den 
f. pelaksanaan fungsi kedmasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris OPRD. 
(4) Untuk melaksanakan tugaa dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian 
Perencanaan dan Keuangan mernpunyai rincian tugas : 
a. merumuskan rencana dan program kcgiatan Bag,an 

Perencanaan dan Kcuangan berdaaerkan peratur.an 
pcrundang .. undangan dan hasil evaluasi kegiaran 
tahun sebelurnnya sebagai pedornan pelaksanaan 
tugas; 

b. mernbagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompctensinya scrta rnembcrikan arahan baik sccara 
lisan maupun rcrtulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

c. rncJaksano.kan kcordinasi dan konsuttasl dengan 
inetansi terkait balk vertikal maupun horizontal guna 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaks.anaan tugas: 

d. merurnuskan kebijal<an tcknis di bidang Bagian 
Perencanaan dan Keuangan sesuai peraturan 
perundang-undangan scbagai pedornan pelaksanaan 
rugas; 

e. menelaah clan mcngkaji peraturan perundang­ 
undangan di bidang perencanaan dan keuangan 
scbagai bahan pcrumusan kebijakan kebijakan teknis 
serta pcdoman pelaksanaan tugas; 
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kcuangan 
kcu.angan 

t. menyusun laporan peetenggcmgjawaba 11 
Sokretariat DPRD serta jerris pelaporan 
lainnya: 

h. menerapkan Standar Operasional Prosedur jSOPI 
dalam penyelenggaraan kegiatan Bagian Perencanaan 
clan Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

1. meogoordinasikan bahan perencanaan dan usulan 
program kegiatan dari masing-rnasing Bagian di 
lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketenruan 
yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

j. mengkoordinasikan dan rnemfasutraei pc:nyus.unan 
Rencana Kegiaian dan Anggaran (RKA), Dokumcn 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta pcrubahan 
anggaran sesuel ketentuan da.n plafon a nggaran yang 
ditetapkan; 

k. menyusu.n konsep Rencana Pernbangunan Jangka 
Menengah Dae rah (RPJ MD), Rcncana Strategis 
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), lndikator Kincrja 
Utama UKUJ, Perjanjian Kincrja (PK) dan jcnis 
dokumcn perencanaan Jain nya sesuai dengan 
ketentuan yang bcrlaku; 

I. menyusun rnateri tindak 1anjut hasil perneriksaan atau 
audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan: 

m. rnencliti laporan pcrkembaogan tingkat reallsasi 
pelaksanaan kegiatan dari masing-rnaslng bagian, 
sebagai bahan penyusunan japoran Pengendalian 
Operasional Kegiatan (POK); 

n. menyusun konsep Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja 
lnstonsi Pemcrintah (LKjlP), Evaluasi Kinerja 
Pembangu-nan Dacrah (EKPO), Sistern Perigcndalian 
Intern Pemerintah (SPIP} dan jenis pelaporan lainnya 
scsuai dengan ketcntuan yang berlaku: 

o. rncnyiapkan administrasi keuangan datarn rangka 
pencairan anggaran, pcngelolaan, pembukuan, dan 
pelaporan pertanggungjawaban keuangan; 

p. mcmproses usulan pcncairan anggaran di tingkungan 
Sekretariai DPRD sesuai dcngan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku; 

q, mcngoordinasikan proses administrasi kcuangan 
mclalui aplikasi sistern informasi untuk pengelolaan 
keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan; 

r. mcnyiapkan konecp pernbinaan, sosialisaei. dan 
bimbingan tcknis di bidang keuangan kcpada pejabat 
pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan 
Sekretariat OPRD; 

s. metakaanakan verifikasi terhadap berkala/ dokumen 
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan 
guna menghindari kesalahan serta mernberikan 
koreksl penyernpurnaan: 
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a. Sub Bagian Perbendaharaan; 

b. Sub Bagian Vcrifikasi Keuungan; 

c, Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (11 hurur 
a clan huruf b rnasjng-masing dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bagien yang berada dibawah dan 
berta.nggungjawab kcpada Sekretaris: 

(3) Sub Koordinator sebagaimana dirnaksud pada ayet (l) 
huruf c terdiri atas ketompok jabatan Iungsional yang 
berLenggung jawab kepada Sckretaris DPUD rnelalui 
Kcpala Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimeksud pada ayat 11) 
hurur c mempunyai tugas sebagaimana rcrcanturn 
dalarn Lampiran ll yang merupakan bagian udak 
terpisahkan darl Peraturan Bupati lni. 

PasaJ JS 
(I) susunan Organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan 

sebagairnana dimaksud pasal 5 ayac I l) huru( d, terdiri 
atas : 

u. rnetakaanakan pernbinaan, pertgawaaan , dan 
pengendaJian fungsi-fungsi manajemen administrasi 
perkantoran agar terwujud pelayanan prirna; 

v, mcngcvaluasi pelaksanaan kegi'1tan Bagran 
Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan. kepada pimpirtan dan kcbijakan tindak 
lanjut; 

w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pirnplnan bark 
lisan maupun tertulis sebagai wujud skuntabilitas dan 
transparanei: 

x. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawanan 
berdasarkan sasaran kerja pcgawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan datam rangka peningkatan karir, 
pembcrian penghargaan dan sanksi; 

y. menyampaikan saran dan pcrtirnbangan kepada 
pimpinan baik Iisan maupun terrutis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancer .serta untuk 
menghindari pcnyimpangan; dan 

z, melaksanakan tugas kcdinasan lain dari pimpinan 
seeuai dengan lugas dan fungsi Bagian Pcrencanaan 
dan Keuangen. 
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Paragraf I 

Sub Bagia.n Perbendaharaan 

Pasal 16 
(1) Kepala Sub Bagian Pcrbendaharaan sebagalmana 

dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Perencanaan 
dan Keuangan dalam pcnyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pcngoordinasian, pembinaart, pengaweaan, 
pengendalian, pengelotaan dan fasilita sl kegiatan di bidang 
perbendaharaan. 

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l). Kepala Sub Bagian Pcrbcndaharaan mempunyai 
rincian tugas: 
a .. menyusun rcncana dan program kegiatan Subbagian 

Pcrbcndaharaan berdasarkan peraruran perundang­ 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan rahun 
sebelurnnya sebagal pedomaa pelaksanaan tugas: 

b. menjabarkan penntah pimpinan rnclalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tu gas berjalan efektif dan efisien; 

c. mcmbagi tugas bawahan sesuai dcngan jabatan den 
kompetensinya serta mernbcrikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan kocrdinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan informasi, rnasukan, serta dalam rangka 
ainkronisasi dart harmonisasi pelaksanaan tugas: 

e. mendaah dan mengkaji peraturan pcrunda.ng .. 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedornan untuk melaksanakan kcgiatan: 

r. menyiapkan bahan penyusunan pctunjuk teknis, 
perunjuk pclekeannan, dan nuskah dinas sesuai 
llngkup rugasnya guna mendukung kelancaran 
pclakssnaan kcgiatan: 

g. rnenylapkan bahan serta melakeanakan koordinasi dan 
fasilitasi dalam rangka pembahasan bersama dcngan 
umt kerja/ Perangkat Daerah terkair guna slnkronisasi 
dan harmonisasi rumusan kebijakan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan bidang keuangan; 

h. melekaanakart inventartsaai. tel;;w.h dan analisis data 
dan bahan yang berkaitan dcngan bidang keuangan 
guna rnendukung perumusan dart pelaksanaan 
l<ebijakan: 

r. melaksanakan pemanraua n pelaksanaan fungs] 
pcnunjang urusan pemerintahan bidang keuangan 
yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Dacrah 
(OPD) sebagai bahart evaluasi dan bahan pertimbangan 
kebijakan selanjutnya: 

J· menyiapkan baban dan sarana yang diperlukan para 
bendahara dalam pencairan anggaran. pengelotaan 
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Paragraf2 
Sub Bagian Vcrifikasi Keuangan 

Pasat 17 

(1) Kepala Sub Bagian Verifikasi Kcuangan sebagairnana 
dimaksud pada pasal 15 ayat (1) hurur b, mempunya.i 
tugas melaksanakan sebagian rugas kepala bagian 
perencanaan dan keuangan setda dalam penyiapan bahan 

adrninistraei, pemoukuan, dan pertangguogj;)waban 
keuangan: 

k. meneliti kelengkapan Surat Perrnintaan Pembayaran 
Uang Perscdiaan (UP), Ganti Vang (GU), Tambah Uong 
{TU), dan pembayaran langsung (LS) kegiatan 
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

l. meneliti kelcngkapan berkas penggajian, tunja.ngan 
ASN, serta penghasilan lainnya yang diajukan olcb 
bendahara scsuai dengan peraruran perundang­ 
undangan: 

rn. melakukan vcrifikaai Surat Permiot.aan Pembayaran 
(SPP) serta mcnyiapkan Surat Perintah Mcmbaynr 
(SPM); 

n. memproses pengajuan SPP dan SPM yang sudah bcnar 
dan lengkap ke perangkat daerah yaog mcmbidangi 
urusan keuangan; 

o. melaksanakan fastliras! dan bimbingan terkait 
pcrbcndaharaan kepada para bendahara di Lingkungan 
Sekretariat Daerab guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

p. menyiapkan ba.han dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pada Subbagian 
Perbendaharaan unruk peningkatan kualitas 
pelayanan publik; 

q. melaksanakan pernantauan dan evaluasi pelakaanaan 
kegiatan Subbagian Perbendabaraan dcngan cara 
mc:ngukur pencapalan program kerja yeng telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
Ianjut: 

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdaae rkan sasaran kerja pegawai clan perilaku kerja 
sesuai ketenruan da.lam rangka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

s. menyusun laporan pe1aksanaan kegiaran kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan: 

L menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik tisan rnaupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanaken tugas kedinasan lain dari pirnpinan 
scsuai dengan rugas den iungsi unit kerjanya. 
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perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pernbinaan, pengawasan, pengendanan, pengelolaan. 
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
verifikasikcuangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l), Kepala Sub Baglan Verifikasi Keuangan 
mempunyai rincian luga~ ; 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian 

Veriflkasi Keuangan bcrdas.arkan perat-uran 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiaian 
tahun sebclumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tu gas; 

b. menjabarkan perintah pirnpinan melalui pcngkajian 
permasalahan dan peraruran perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan cfcktif dan eflsicn; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dcngan jabatan dan 
kompctenainya serta mcmberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksartaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkalt batk vcrtikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan inforrnasi, masukan, scrta dalam rangka 
sinl<ronisasi dan harmonisasi pelaksanaan rugas: 

e, menelaah dan mcngkajl pcr.aturan perundang­ 
undangan sesuai lingkup rugasnya scbagai bahan atau 
pedoman untuk mela.ksanakan kegiatan: 

r. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 
perunjuk pelakaenaan, dan naskah dinas sesuat 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kcgiatan; 

g. melaksanakan verifikasi atas lapore n 
pertanggungjawaban yang disampaikan bendahara 
pengeluara» pernbantu rnaxing-rnasing bagian serta 
rneneliti kelengkapan dokumen laporan 
pertanggungiawaban dan keabsaban bukti-bukti 
pengeluaran yang dilampirkan; 

h. menguji kebenaran perhirungan atas pengeluaran per­ 
rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per 
rincian obyek; 

1. menghitung pengenaan PPn/PPh atas bcban 
pengeluaran per rincian obyek; 

j. mengirim berkas surat pcrtanggungja·waban (SPJ) 
kegiatan di tingkungan Sekretariat Daerah kc Sadan 
Kcuangan Daerah Kabuparen Kendal; 

k. mcnguji kebenaran sesuai dengan SPM dart SP2D yang 
diterbitkan pcriode sebelurnnya; 

l. melaksanakan akuntansl keuangan berdasarkan 
sistem dan prosedur akuntansi pcngelolaan yang 
berlaku baik prosedur akuntansi pencrimaan kas. 
proscdur akuntansi pcngeluaran kas dan prosedur 
akuntansi selain kas; 
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Iingkungen 
kebuLuhan 

6 
pad a 
dengan 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 18 

Jabatan Fungsicnal 
OPRD ditetapkan sesuai 

(11 Kelornpok 
Sekretariat 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNCSIONAL 

m. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan 
Semester I (satu; yang tcrdiri dari Laporan Realieaal 
Anggaran (LRA), taporan Operasional (LO) dan neraca, 

n. menyiapkan bahan penyusuna.n laporan keuangan 
akhir tahun yang terdiri dari taporan Rcalisasi 
Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan 
Perubahan E:quitas (LPEj. Neraca dan catatan atas 
laporan keuangan: 

a. rnenyiapkan bahan dan pedoman tata pclapomn 
kcuangan bagl para bendahara di Iingkungan 
Sekretariat Daerah scrta meruberikan fasHitasi dan 
konsultasi di bldang verifikasi dan petaporan keuangan 
guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan sosiahsasi dan bimbingan ieknis 
kepada para bendahara pengeluaran di lingkungan 
Sekretariat Dacrah guna rneningkatkan kapasitas serta 
mewujudkan tertib administrasi penyusunan surat 
pertanggungiawaban (SPJ) kegiatan: 

q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan 
keuangan Sekretariat DPRD secara berkala baik 
semestcran maupun tahunan sesuai dengan peraturan 
pen1ndang-Urtdangan; 

r. menyiapkan bahan dan rnenyusun konsep SLandar 
Operasional Prosedur \SOP) kegiatan pada Sub Bagian 
Veriflkasl Kcuangan untuk peningkatan kualitas 
pelayanan publik; 

s, rnelaksanakan pernantauan dan cvaluasi kegiatan Sub 
Bagian Vcrifika.si Keuangan dengan cara mcngukur 
pencapaian program kerja yang telah dtausun untuk 
bahan Japoran dan kebijakan tindak lanjuc; 

t. mengcvaluasi dan menilai prestasi kerja bawaban 
berdasarkan sasaran kerja pcgawai dan perilaku kerja 
sesuai ketcntuan dalam rangka peningkatan karir. 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

ti. rnenyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada 
pirnpinan sebagai wujud akuruabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan, 

v. mcnyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiaran berjalan lancar serra untuk 
menghindari penyirnpangan; dan 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dcngan rugas dan rungsi unit kerjanya. 
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Pasal 20 
(1) Pcjabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugasnya 

secara individu dan/atau berkelompok. 
(2) Pelaksanaan fungsi dan tugas secara bcrkelompok 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dengan mcrnbenruk 
'T'im Kerja. 

(3) Tim kerja sebagairnarra dimaksud pada ayat (2) dapat 
berasal dari .Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai 
latar bclakang kompetensi yang ada pada Perangkat 
Daerah tcrsebut atau dari luar Perangkat Daerah. 

\4) Ketua Tim Kcrja sebagaimana dunaksud pada ayat (2) 
berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. 

(5) Pcmbentukan Tim Kerja sebagaimana d\maksud pada ayat 
(2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

Bagia.n Kedua 
Pengelolaan l<iuerja Pejabat f'ungsional 

Pasal 19 
(1) Pejabat Pungsional melaksanakan fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
pada keahlian dan ketcrarnpllan tertenru, 

(2) Selain melaksanakan fungsi dan tugas sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapal 
diberikan tugas tarnbahan sebagai Suh Koordinaror yang 
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bekerja sccara 
individu dan/atau tirn kerja. 

dan mempunyai tungsi dart rugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
ketcrampilan tertcntu sesuai peraruran perundang­ 
undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Pungsional berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab sccara langsung kepada Sekretaris 
DPRD den Kepala Bagian yang memiliki keterkaitan 
dcngan pelaksanaan fungsi dan tugas .Jabatan l<'ungsionaL 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dar, sejumlah 
Pejabat Fungsional jcnjang keterampilan dan jenjang 
keahlian, 

(4) J-umlah, jenls, dan jenjang Jabatan f'ungsional 
sebagairnana dimaksud pada ayar ( I), ditentukan 
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban 
kerja. 

(5) Tugas, pemblnaan dan pengernbangan .Jabatan l'ungsiona 1 
sebegaimaua dlmaksud pada ayat ( l) sesuai kctentuan 
peraturan pcrunda.rtg-\mdangan. 

(6\ Untuk memonuhi kaburuban .Jabatan P\tngsional 
sebagaimena dimaksud pada ayat {11 dilakukan scsuai 
ketentuan peraturan penmdang-undangan. 
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(II Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya 
berpcdornan pa.da peraturan perundang-.,ndangan. 

\2) Dalam melaksanakan tugas sctiap pirnpinan unit 
organisasi dan kelompok: jabatan Iungsionel wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, intcgraai dan 
ainkrcnisasl baik dalam Iingkungan masing-masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
petnerintah daerah serta instansi lain di luar 
pernerintah daeran sesuai dengan tugas maaing-rnasing. 

(3) Setiap pimplnan unit organisasi wajib mcngawasi 
bawahannya rnastng-rnaslng. 

(4) Dalam bal setelah dilakukan pengawasan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (3} terjadi pcnyimpangan, pimpinan 
unit organisasi mcngambil tangkah-langkan yang 
diperlukan sesuai dcngan peraturan perundang­ 
undangan. 

(5) Sctiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 
rnemimpin dan mengoordinasikan bawahan masing­ 
masing dan memberikan bimbingan scrta petunjuk bagl 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(6) seuap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan 
memaruhi pctunjuk dan bertanggung jawab kepeda 
atasan masing-rnasing sens menyiapkan laporan 
berkala tepat pads waktunya. 

(7) Set.iap laporan yang diterirna oleh pimpinan unit 
organisasi dari bawaharmya wajib diolAh dan 
dlpergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 
laporan lebib lanjut serta uatuk mernberikan petunjuk 
kepeda bawahan. 

\8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib 
mcnyarnpaikan tembusan kepada unit orga.nlsasi lain 
yang secara fungsionaJ mempunyai hubungan kerja. 

(9) Dalam mela.ksanakan pengendalian kegiatart, setiap 
pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib 
mengadakan rapat berkala. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 22 

Pasal 21 
( l) Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanean Iungei dan 

tugasnya secara langsung kcpada pimpinan unit 
organlsasi. 

(2} Pimpirtan unit kerja sewaktu-waktu berwenang unruk 
meroint.a laporan kepada pejabat rungsional danj atau 
Ketua Tim di linglrungan unit kerjanya 
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BAB VUI 
KETEN'fUAN LAIN-LAIN 

Pasal 27 
(1) Untuk meaunjang tugas dan rungs! Kepala Bag,an 

ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat 
Fungsional. 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dirnaksud pada ayai [I], 
dirunjuk oleh Sekretaris DPRD dcngan 
mendayagunakan Pejabat Puugaicnal sesuai dengan 
komperensi yang bersangkutan. 

(3) Pcnunjttkan Sub Koordinacor scbagaimana dimaksud 
pada ayat {I) ditetapkan dengan keputusan Sekrerarts 
DPRD. 

Pasal 26 
(1) Sckrctar'iat DPRD wajib menyusun keburuhan jumlah 

tlan jenls jabatan aparatur sipil negara berdasarkan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

(2) Penyusunan keburuhan jumlah dan jenis jabatan 
aparatur sipil negara sebagairnana dimaksud pada ayar 
( l) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima.) tahun yang 
diperinci p.cr l (saru] tahun berdasarkan prioritas 
kcbutuhan. 

Pasal 25 
Jabatan Sekretari~ DPRD, Kcpala Bagian, Kcpala Sub 
Bagran dan Jabatan P'ungsional di llngkungan Sekretarlat 
DPRD dlangkat dan diberhentikan oteh Pcjabat yang 
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VU 
KEPEOA\VAIAN 

Pasal 24 
Jenjang jabat.an dan kepangkatan serra susunan 
kepegawaian diatur seeuai ketcntuan peraruran perundang­ 
undangan. 

Pasal 23 
ill Pada unit kcrja fungsional ditunjuk Sub Koordinator 

untuk pclaksanaan tugas dan pengelolean kegiatan 
(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat 
Iungsional yang dirunjuk. 

{3) Tugas Sub Koordinator adalah mern ban tu Kepala 
Bagian dalam menyusun perencanan, pclaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan cvaluasl. scrta 
pclapcran kegratan pada unit kerjanya sesuai Ungkup 
rugas dan fungsinya. 

(4) Pada pejabat pengawas yang tidak disetarakan, maka 
sekaligus melaksanakan tugas scbagai Sub Koordinator 
pada unit kerjanya mastng-rnasing .. 
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(!) Sub Koordinator mempunyai iugas membanlu Kepala 
Bagian dalam penyusunan rencana, pclaksanaan dan 
pengcndalian, pernantauan dan evaluasi, seria 
pclaporan lingkup tugas dan fungsi unit kerjanya 
masing-masing. 

(2) Disamping melaksanakan rugas sebagairnana dimaksud 
ayat [ l) Sub Koordtnator mernpunyai uigas 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok 
.Jabatan FungsionaJ sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

(3) Sub Koordinator dapat diberi tugas mclakukan 
penilaian kincrja terhadap pelaksanaan rugas Pcjabat 
Fungsional sesuai bidang tugas dan lungsinya sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 31 

Pasal 30 
Pemberhendan Sub Koordinator dapat dilakukan olch 
Sekretaris DPRD. 

Pasal29 
Penunjukan Sub Koordinator .sebagaimana dimaksttd 
da}am Pasal 25 d.an Pasal 26 disamping rnemperhalikan 
keacewaian bidang rugas da.n fungsinya juga 
mernpcrtimbangkan pcrsyaratan administrasi, kesesuaian 
kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalarnan 
penugasan, integritas dae moral:itas serta pcrsyaraten 
obyektif lainnya. 

Pesa) 28 

(II Dalarn hal terjadi kekosongan Sub Koordinator. 
Sekreta.ris DPRD menunjuk Sub Koordinator yang 
diutamakan berasal dari Pejabat r'ungsional di 
lingkungan kcrjanya, 

(2) Dalam hal di lingkungan kerja Sekretariar DPRD tidak 
terdapat pejabat rungsional, make Sek.retaris DPRD 
menunjuk Petaksana Senior sebagal Sub Koordinator 
berdasarkan kompctcnsi yang dibutuhkan 

(3) Dalam hal Sekretaris DPRD akan menunjuk Sub 
Koordinator yang berasal dari luar lingkungan kerjanya, 
maka Sekretaris DPRD mengusulkan kepada Sckrctaris 
Daerah melalui pcrangkat daerah yang menanganl 
kepegawaian. 

{4) Penunjukan Sub Koordinator sebagairnana dimaksud 
pada ayar (3) d ilaksanakan setclah mondapat 
persctujuan dari Sekretaris Daerah. 



BABfX 
KETENTUAN PERALII !AN 

P1tsal32 
(l) Pade saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku, ma.ka 

Pejabat Pengawas yang dilantik bcrdasarkan Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2016 tenta.ng 
Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja pada sekrcrartar Dewan Perwakilan 
Rakya1 Oaerah Kabupaten Kendal sebagaimana tetah 
diubah dengan Pera tu ran Bupati Kendal Nomor I 03 
Tahun 2020 tcntang Perubahan atas PeraLuran Bupati 
Kendal Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tu gas dan Fungsi, sorta Tara. Kerja 
pada Sckretariar Dewan Per.vaki1an Rakyat Daerah 
Kabupa ten Kendal berlaku ketentuan sebagai berikut : 
a. terhadap Pejabat Pengawas yang ridak dilakukan 

penyeraraan jabatan ke dalam jabaran fungsional 
dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi. 
rnclaksanakan tugas dan fungsinyu berdasarkan 
Peracuran Bupati ini: 

b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilaku kan 
penyctaraan ke dalam jabatan fungsional tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam 
Pcjabat F'ungsional; 

(2) Pada saar Peraturan Bupati Ini mulai bcrlaku, ma.ka 
Pelaksana di bawah Pejabat Pcngawas yang tidak 
dilakukan penyetaraan ke dalarn jabatan fungsional 
dalarn rangka penyedcrhanaan struktur organisasi 
berdasarkan Peraturan Bupati ini, tctap metaksanakan 
tugasnya di bawah Pejabat Pengawas yang 
bcrsangkutan. 

(3J Pada saat Peraturan Bupati ini mula.i berlaku, maka 
Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang akan 
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fttngsional 
dalam rangka penyedernanaan struktur organisasi 
berdasarkan Peraturan Bupati mi, meleksanakan 
tugasnya dengan ketcntuan sebagai berikut : 
a. Pelaksana tetap rnelakaannkan tngaanya di bawah 

Pejabat Pengawas sampai dilakukan penyederhanaan 
struktur organisasi berdasarkan Peraruran Bupati irti; 

b. Dalam hal telah dilakukan pcnyederhanaan struktur 
organisasi sebagairnana dimaksud pada huruf a, 
maka Pelaksana melaksanakan tugas dibawah 
koordinasi Sub Koordinator. 
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Dttetapkan di Kendal 
pada tanggal 29 Desembcr 2021 

tanggal pada 
Pasal 34 

im muJai berlaku Peraluran Bupati 
diundangkan. 
Agar setfap orang mcngt:tahui.nya, mcmerlnt.ahkan 
pcngundangan Pcraturan Bupati rm dengan 
penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

Pada saat Peraturan Bupan ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupali Kendal Nornor Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretarial Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 4 7 Seri D No, 21 
sebagaiman telah diubah dengan Peraruran Bupati Kendal 
Nomor 103 'I'ahun 20'20 tentang Peruba.han atas Pcraturan 
Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2016 ientang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
pada Sekretariat Dewan Perwaki!an Rakyat Dacrah 
Kabupaten Kendal [Bertta Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2020 Nomor I 03) dicabut dan dinyat.aken tidak bcrlaku. 

BABX 
KETE:NTUAN PENUTUP 

Passi 33 
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1. I Sub Koordinacor Rapat dan Risalah mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub kocrdinarcr- Rapat 

dan Risalah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 
evaruasi kegiatan L£tht111 scbc1urnnya sebagai pcdoman pelaksanaan 
tu gas: 

b. menjabarkan perintah pirnpinan mclalui pengkajlan pcrrnaaalahan 
dan peraruran perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
bcrjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi den konsultasi dengan insransi baik 
vcrtikal maupun horizornal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan barmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya scbagai bahan ateu pedoman untuk 
melaksanakan tugas; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pctunjuk 
pelaksana, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiaian; 

r. menyusun rencana kegiatan penyclcnggaraan rapat /sidang DPRD 
berdasarkan program kerja DPRD; 

g, mclaksanakan pencatatan jadwal rapat / sidang DPRD dan 
rnenyiapkan undangan rapat /sidang DPRD; 

h. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan rapat/ 
sidang DPRO agar rapat dapat dilaksanakan dengan lancar; 

L. memantau/ me.ngontrol persiapan maupun proses pelaksanaan 
rapat/ sidang DPRD agar dapat berjalan scsuai rencana: 

J. membuat laporan bahan pcnyusunan hasil penlnjauan anggota 
DPRD guna kelancaran pcmbahasan masalah: 

k. menyiapkan kegiatan rapat dau kunjungan kerja DPRO; 
I. memfasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran pimpinan dan 

anggota DPRD; 
m. mcmfasihtasi pelaksanaan reses pirnpinan dan anggota OPRD; 

1. Bagian Rapat dan Perunda.ng-undangan 

TUOAS SUB KOORDINATOR PADA 
SEKRE'l'ARIAT DEWAN PB:RWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL 

LAMPfRAN fl 
PERI\TURAN BUPAT! KENDAL 
NO MOR 87 TAHUN 2021 
TENTANG 
KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGAN!SASI, 
TUGAS DAN f'UNGSI, SERTA TATA 
KERJA PAOA SEKRETARJAT D8WAN 
PERWAKJLAN RAh'YAT DAERAM 
KABUPATE:N KENDAL 
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n. menyiapkan aruran dalam rangka pengolahan produk-produk 
hukum yang dibahas dalam rapat/sidang DPRD: 

o. rnenyiapkan bahan pernbuatan risalah ikhtisar dan resume rapat­ 
rapat yang diselenggarakan DPRD; 

p. rncngatur penyimpanan produk Kepuiusan DPRD; 
q. menyia.pkan bahan dan mcnyusun konsep Standar Opcrasional 

Prosedur (SOP) sub koordinator Rapal dart Risalah untuk 
peningkatan kuatitas pelayanan publik; 

r. melaksanakan pemantauan dan evatuasl kegialan sub koordinator 
Rapat dan Risalah dengan cara mengukur pcncapaian program 
kerja ysng telah disusun untuk bahan 1aporan clan kebijakan 
tindak lanjut; 

s. menyampaikan saran dan perumbangan kepacla pimpinan baik 
lisan maupun terrulis bcrdasarkan Jcajian agar kegiatan bcrjalan 
lancar serta unruk menghindari pcnyimpangan: dan 

t, melaksanakan tugas kedinasan Jain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kcrja. 

1,2 Sub Koordinator Perundang-un<langan dan Dokumentasi Hukum 
rnernpunyai tugas : 
a. rnenyusun rencana dan 'program kegiatan sub koordinstor 

Perundang-undangan dan Dckumentasi Hukurn berdasarkan 
peraruran perundang-undangan dan hasil cvaluasi kegiaran tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. rnenjebarkan perintah pimpinan melalui pengkaiian perrnasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pclaksanaan rugas / 
berjalan efektif dan el'isicn; 

c. melaksanakcn koordinasi dan konsultasi dcngan instansi baik 
vertikal maupun horizontal untuk mcndapatkan informasi, 
rnasukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harrnonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d, mcnclaah dan mengkaji peraturan perundang .. undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagal bahan atau pedoman uruuk 
melaksanakan rugas: 

e. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan memberikan pelayanan 
informasi produk hukum di lingkungan Sckretariat DPRD sebagai 
pcdoman untuk mendukung kclancaran tugas; 

f. menyiapkan data dan tnformasi serta melakukan kornunikasi 
yang berhubungan dengan produk hukurn baik internal maupun 
cksternal dalam rangka sinkronisasi tcrhadap aturan Jebih tinggi; 

g. melaksanakan pengkajian dan telaah terhadap produk hukum yang 
diajukan oleh pemerintah Dacrah yang akan dibahas dcngan DPRD 
unruk mendapatkan persetuiuan DPRD; 

n. menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah inisiatif DPRD 
yang akan dibahas dengan pemerintah Dacrah; 

1. melaksanaknn pendokurnentasian produk- produk hukum sebagai 
kelengkapan pust.aka dan bahan kajian pcrundang-undangen 
serta untuk mendukung kelancaran tugas; 

3J 
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2.1 Sub Koor-dinator Perencanaan. Evalua:;1 dan petaporan meropunyar 
tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator 

Percncanaan, E;\•aluasi, dan Pelapo.ran berdasarkan pcraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya 
sebagai pedoman pelaksanaan rugas; 

b, mcnjabarkan perintah pimpinan meiaJui pengkajian perrnasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
bcrjalan efektif dan efisten; 

c. melaksanakan koordinasi dan konaultasi dengan mstansl baik 
vertikal rnaupun horizontal untuk rnendapatkan informasi, 
masukan, scrta dalarn rangka smkronisasi dan harmomsasl 
pelaksanaan rugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan scsuai 
lingkup rugasnya sebagai bahan atau pedornan untuk 
melaksanakan tugas: 

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, perunjut, 
pelaksana, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaen kegiatan: 

r. menghirnpun dan mencJiti bah.an percncanaan dan usulan program 
keglatan dari masmg-masing Bagian scsuai dengan kctentuan yang 
berlaku guna mc::nghindan kcsatehan; 

g. menyiapkan bahan dan mcnyusun konsep Rencana Kcgiatan dan 
Anggaran (RKAI, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Df>t\) serta 

2. Bagian Percncanaan dan Keuangan 

J, memfasilitasi penyusunan Tata Tertib DPRD berdasarkan pcraturan 
perundang-undangan; 

k. memfasilitasi penyusunan kode etik DPRD berdasarkan pcraturan 
perundang-undangan; 

l. menyiapkan bahan daJam rangka penyampaian kajian dan telaah 
tcrhadap produk hukum bermasalah yang Lelah dirampungkan 
pembahasannya oleh DPRD kepada eksckutif untuk mendapatkan 
pcnyelesaian lcbih lanjut; 

m. rnclaksa.nakan pcmanrauan dan evaluasi kcgiatan sub koordjnetor 
Perundang-undangan dan Dokwncntasi Hukum dengan cara 
mengukur pcncapaian program kerja yang Lelah disusun untuk 
bahan laporan dan kcbijakan tindak taniut: 

n. menyiapkan bahan dan menyusua konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) sub koordinator Perundang-undangan dan 
Dokumeruasi Hukum untuk peningkatan kualitas pelayanan 
publik; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kcpada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdas.arkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta unruk mcnghlndad pcnyimpangan: 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
rugas den Iungsi unit kerjanya. 
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perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang 
ditetapkan: 

h. menyiapkan bahan dan mcnyusun konscp Rcncana P<::mbangunan 
Jangka Mcncngah Dacrah (RP,JMD), Rencana Strategis (Renstrol, 
Rencana Kerja (Renja), Indikator Kincrja Utarna (IKU), Perjanjian 
Kinerja (PJ<) dan jenis dokumen percncanaan lainnya scs'ual dengan 
ketcntuan yang berlaku: 
rnenyusun konsep Standar Opcrasional Prosedur (SOP) sub 
koordinaror Perencanaan, Eva!uasi, dan Pelaporan serta 
mcnghimpun dan mcndokument.asi Standar Opcrasional Prosedur 
(SOP) yang disusun oleh masing .. masing bagian di lingk ungan 
sekretartar DPRD; 

J. rnenyiapkan bahan dan menyusun materi tindak tanjut hasil 
pemeriksaan atau audit scsuai dengan peraturan perundang­ 
undangan: 

k. menghimpun <lan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi 
pela.ksanaan kcgiatan dari maaing-meaing bagian sebagai bahan 
penyusunan laporan Pcngendalian Ope,·asional Kegiatan (POK); 

I. rncnyiapkan bahan dan rnenyusun konsep Laporan Keterani,an 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja lnstansi 
Pemcrinl.ah (LKjlP), Eval'uaai Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), 
Sistem Pengenclalian Intern Pemcrintah (SPIP) dan jenis pelaporan 
lalnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

rn. melaksanakan pemaruauan dan evaluasi penyerapan anggaran 
Sekretariat DPRD dengan cara membandingkan laporan 
perkembangan realisasl belanja dengan rencana pcrnbiayaan yang 
diterapkan sebelurnnya; 

n. melaksanakan pernantauan dan evaluasi kegiatan sub koordinator 
Perencanaan, Evaluasi, dan Pclaporan dengan cara mengukur 
pencapaian program kcrja yang telah disusun untuk bahan taporen 
dan kebljakan tinda.k lsnjuc; 

o. mcnyampaikan saran dan pcrtimbangan kepada pimpinan bail< 
lisan maupun terrulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta unruk rncnghindari penyimpangan; dan 

p. melakaanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
rugas dan fungsi unit kerjanya. 
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